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BAB. VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hakim perlu menerapkan sanksi pidana adat dalam  putusan hakim terhadap 

perkara tindak pidana penghinaan  terhadap mamak karena mamak/Ketua 

KAN/bundo kanduang/orang yang dihormati dalam masyarakat adat adalah 

orang yang sangat dihormati dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam 

masyarakat adat karena itu kalau ada kemenakan yang menghina mamak dan 

dilaporkan oleh mamak ke  kepolisian dan perkaranya sampai ke pengadilan 

negeri untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang tercemar. Mamak dan 

kemanakan merupakan satu kesatuan dalam masyarakat adat yang mempunyai 

hubungan tali kekeluargaan, sehingga kalau ada yang melakukan kesalahan 

maka keseimbangan alam akan tercemar. Sebelum hakim menjatuhkan putusan   

maka hakim dalam pertimbangan putusannnya baik dalam hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan memasukkan sanksi pidana adat 

yaitu meminta maaf kepada mamak. Permintaan maaf kepada mamak 

merupakan salah satu sanksi pidana adat di Minangkabau yang bertujuan agar 

kemenakan dan masyarakat lain tidak mengulang perbuatan yang sama serta 

dengan meminta maaf tidak ada dendam dari kemenakan karena kalau 

dimasukkan ke penjara nanti akan ada dendam sehingga hubungan kekerabatan 

tidak harmonis lagi. Dengan minta maaf maka keseimbangan yang terganggu 

dalam masyarakat bisa kembali dengan normal. Meminta maaf juga bukan suatu 
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hal yang mudah diucapkan oleh pelaku dan permintaan maaf juga merupakan 

sanksi yang sangat memberatkan walaupun tidak berupa fisik.   

2. Jenis-jenis sanksi pidana adat yang dapat dijatuhkan hakim dalam  putusan 

terhadap perkara tindak pidana penghinaan sebagai suatu delik adat yaitu: 

Jenis-jenis sanksi pidana adat   berdasarkan Keputusan Kerapatan Ninik 

Mamak Nan 50 Dikato tanggal 31 Mei 1980 dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Minta maaf,  

b. Baabu bajantiak (berabu dijentik),  

c. Dibuang sepanjang adat,  

d. Dibuang di nagari menurut sepanjang adat  

3. Upaya hukum ke depan( Ius Constutendum) untuk menerapkan Sanksi Pidana 

Adat dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penghinaan sebagai suatu 

delik yaitu: 

a . Dengan   menggunakan UU Drt N0.1/1951, Pasal 18 (b) ayat (2 UUDNRI 

tahun 1945, UU Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi hakim bisa 

menerapkan sanksi pidana adat berupa permintaan maaf dari terdakwa 

kepada korban, karena permintaan maaf merupakan sanksi adat dan 

diharapkan dengan permintaan maaf keseimbangan kosmis yang tercemar 

bisa kembali normal, karena masyarakat adat masih  merupakan satu 

keluarga dan lebih memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi 

pelaajaran bagi masyarakat adat lainnya.  Dengan penerapan sanksi pidana 

adat  berupa permintaan maaf juga dicantumkan dan dibacakan dalam amar 

putusan diharapkan  sanksi adat mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

dipatuhi oleh masyarakat hukum adat.  
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b.Dengan mensahkan  RKUHP Nasional oleh Pemerintah dan ditindaklanjuti 

dengan membuat  Perda  tentang penerapan sanksi pidana adat pada setiap 

daerah sehingga setiap daerah mempunyai Perda yang berkaitan dengan  

tindak pidana adat dan sanksi adat dimana pada intinya  tindak pidana adat 

dan sanksi pidana adat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat.  

c.Tindak pidana  penghinaan  terhadap mamak harus dilaporkan Ke Kerapatan 

Adat Nagari (KAN) untuk masyarakat Minangkabau karena tindak pidana 

penghinaan itu masih termasuk dalam  kewenangan KAN sehingga setiap  

laporan yang ditujukan kepada pihak  penegak hukum yakni kepolisian 

sebelum menindaklanjuti ke dalam penyelidikan tindak pidana umumnya 

minta pendapat ke KAN. 

 

B. Saran 

 

1. Agar hakim   menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjatuhkan 

sanksi pidana adat menggunakan UU Drt No.1/1951, Pasal 18 (b) ayat (2) 

UUDNRI tahun 1945, UU Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi hakim  

sebagai pidana tambahan dalam KUHP berupa pengumuman putusan hakim 

maka sanksi pidana adat yang termuat dalam RKUHP Nasional tentang  

pemenuhan kewajiban adat dengan menyatakan terdakwa harus meminta maaf 

kepada mamak yang diucapkan dihadapan hakim dalam pembacaan putusan. 

2. Agar pemerintah mempercepat mensahkan RKUHP Nasional sehingga bisa 

menindaklanjuti tentang Perda tentang penerapan sanksi pidana adat pada 
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setiap daerah sehingga setiap daerah mempunyai Perda yang berkaitan dengan  

tindak pidana adat dan sanksi adat dimana pada intinya  tindak pidana adat dan 

sanksi pidana adat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  

3. Harus ada  keberanian hakim  untuk menerapkan UU ini secara bersamaan di 

seluruh Indonesia  dengan menggunakan aturan adat yang ada  berdasarkan   

UU Drt No.1/1951, Pasal 18 (b) ayat (2) UUDNRI tahun 1945, UU Kekuasaan 

Kehakiman dan Yurisprudensi hakim. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh 

dan Pengadilan Negeri Painan dan Sumatera Barat umumnya untuk kasus 

selanjutnya kalau ada perkara tindak pidana penghinaan mamak yang 

dilaporkan ke kepolisian dan diproses sampai ke pengadilan maka hakim sudah 

bisa menjatuhkan sanksi pidana adat berupa  permintaan maaf sebagai pidana 

tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok pidana percobaan. 

Sebenarnya hakim bisa menerapkan sanksi permintaan maaf ini karena 

peraturan diatas dan penerapan sanksi pidana adat menurut hakim memerlukan 

proses yang panjang, padahal menurut Ketua KAN sanksi pidana adat itu 

bersifat fleksibel tidak harus dibawa  pula ke persidangan adat tapi karena 

perkaranya sudah sampai di Pengadilan, cukup dengan putusan hakim saja itu 

sudah mewakili dan menerapkan sanksi pidana adat. Sebagaimana jenis pidana 

tambahan dalam KUHP  berupa pengumuman putusan hakim maka penerapan 

permintaan maaf dari amar putusan hakim itu juga merupakan bagian dari jenis 

pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. 

 

 

 


